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 GAMBARAN UMUM INVENTARISASI POTENSI  

SDA DAN LH DI PROVINSI BANTEN 

 

1. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan 

dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 

memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH 

(RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: 

(1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan 

perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, 

pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi 

dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa 

untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion 

yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. 

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan 

proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan 

ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan 

mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion 

tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat 

keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya 

alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. 

Pendistribusian sumber daya laut dan proses ekologi yang berakibat pada pendistribusian 

ini tidak mengikuti batasan adminsitratif. Di atas semuanya itu, unit-unit biofisik dan 

ekologi harus ditinjau untuk mencapai strategi konservasi yang efektif. WWF bertujuan 

untuk mencapai konservasi global dalam ruang lingkup yang jelas yang disebut 

ekoregion. Ekoregion merupakan daratan atau perairan yang besar yang berisi spesies-

spesies, komunitas alam dan kondisi lingkungan yang bersatu secara nyata dalam sebuah 

lingkup geografis. 

Batasan-batasan sebuah ekoregion tidak tetap atau tidak pasti, tetapi lebih mencakup 

sebuah area dimana proses ekologi dan evolusi yang penting dapat berinteraksi secara 

erat. Adapun kriteria utama yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah ekoregion 

adalah: 

 Adanya area geografi yang nyata 

 Adanya komunitas alam dan spesies yang khas (terutama ikan-ikan karang) 

 Kondisi lingkungan (seperti arus, temperatur permukaan laut, kadar garam, dan 

kedalaman laut. 
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Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, 

kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta 

perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, 

akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun 

kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. UU Nomor 32/2009 

memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam 

secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional 

dan wilayah, terlebih secara mandat dalam UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa 

RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan 

memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling 

bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang 

mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun 

permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan 

agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar 

daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan 

tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai 

kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan 

penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan 

karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan. 

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah 

Karesidenan  Banten  Provinsi Jawa Barat dan terbentuk  melalui Undang-undang No. 

23 Tahun  2000. Pada awalnya, Provinsi Banten  terdiri dari empat kabupaten yaitu 

Kabupaten Pandeglang, Lebak  Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang 

dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten 

Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang.  

Selanjutya, Kabupaten  Tangerang dimekarkan menjadi  Tangerang dan Kota Tangerang 

Selatan.  Sehingga, Provinsi  Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat 

kota. Secara geografis,  Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak 

sekitar 90 km dari DKI  Jakarta serta memiliki luas sebesar  9.662,92 km2 atau sekitar 

0,51 %  luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya berbatasan 

langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah  timur, Laut Jawa di 

sebelah utara Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. 

Dengan  demikian, Provinsi Banten mempunyai  posisi yang strategis yaitu sebagai jalur 

penghubung  darat antara Pulau Jawa  dan Pulau Sumatera. Sebagian  wilayahnya pun 

yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi 

hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. 
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Satuan ekoregion di provinsi Banten adalah : Dataran Rendah, Pegunungan Blok 

Patahan, Vulkanik, dan Perbukitan Karst. Satuan ekoregion dataran rendah berada di 

daerah wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, 

Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang dengan 

morfologi datar, kemiringan lereng 0-8%.  Satuan Ekoregion Blok Patahan berada di 

sebagian wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang cenderung 

berbukit dengan kemiringan lereng dominan lebih dari 37%. Satuan Ekoregion 

Vulkanik di Provinsi Banten dapat dijumpai di sebagian wilayah Kabupaten Serang, 

Kabupaten Pandeglang, dengan kondisi topografi bergunung, yaitu dengan kelerengan 

40%. Satuan Ekoregian Karst di Provinsi Banten terletak di Kabupaten Lebak dan 

Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 

Saat ini sudah disusun peta dan deskripsi ekoregion pulau/kepulauan dan laut yang 

merupakan satu kesatuan ekoregion dengan skala 1: 500.000 mencakup Pulau 

Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Bali 

Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi oleh 18 Ekoregion Laut. 

Mengacu pada kewenangan dalam pemerintahan, RPPLH terdiri dari RPPLH Nasional, 

RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya 

akan diperlukan tingkat kedetilan informasi ekoregion yang berbeda. Dengan demikian 

peta dan deskripsi ekoregion yang saat ini ditetapkan pada skala 1: 500.000 akan 

digunakan untuk dasar penyusunan RPPLH Nasional. Selanjutnya berdasarkan peta 

ekoregion skala 1:500.000, akan disusun peta ekoregion skala 1:250.000 untuk 

penyusunan RPPLH Provinsi dan skala 1:100.000 untuk penyusunan RPPLH Kabupaten 

serta 1:50.000 untuk penyusunan RPPLH Kota. Untuk kepentingan tersebut, saat ini KLH 

sedang menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Penyusunan Ekoregion skala 

1:250.000 sampai dengan skala 1:50.000. 

 

Tujuan Inventarisasi  Ekoregion  Banten Berdasarkan  Potensi dan Ketersediaaan Sumber 

Daya Alam dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, Daerah 

Aliran Sungai (DAS),   iklim,  flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan 

masyarakat, dan  hasil inventarisasi lingkungan hidup untuk memperkuat Perencanaan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten. Sasaran 

invebtasisasi Ekoregion  Banten Berdasarkan  Potensi dan Ketersediaaan Sumber Daya 

Alam yang dapat digunakan : 

1. Sebagai  data dan informasi yang berisi inventarisasi lingkungan hidup yang 
diantaranya sebagai referensi untuk memperkaya analisis dalam penyusunan dan   
kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun tata ruang sehingga prinsip 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan; 

2. Sebagai salah satu alat penunjang yang membantu para pengambil keputusan 
(eksekutif dan legislatif), pengusaha, LSM dan masyarakat luas karena melalui 
inventarisasi wilayah ekoregion Banten akan diperoleh isu-isu permasalahan 
lingkungan yang terjadi; 

3. Untuk memperoleh gambaran fenomena dampak lingkungan di Banten; 
4. Untuk   memperoleh   gambaran   kawasan   sensitif   yaitu   seperti   daerah   yang   



Page 4 of 4 
 

rawan kebencanaan; 
5. Sebagai   salah   satu   bahan   dalam   merekomendasikan   arah   kebijakan   dan   

strategi pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Banten melalui gambaran dan 
kondisi  potensi ketersediaan sumber daya alam; 

6. Membantu dalam menentukan daya dukung dan daya tampung   serta cadangan 
sumber daya alam secara ekonomis. 
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